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ABSTRAK 

Tesis ini berangkat dari permasalahan praktik bisnis yang menguasai pasar di era 

ekonomi digital didominiasi oleh pelaku usaha yang berasal dari luar negeri, 

sedangkan hukum persaingan usaha di Indonesia masih bersifat konvensional dan 

belum menjangkau pelaku usaha luar negeri. Penelitian tesis ini bertujuan 

menemukan dan menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dalam 

penanganan perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri, 

dan merumuskan ius constituendum penguatan kewenangan KPPU yang 

mengakomodasi prinsip ekstrateritorial. Tesis ini menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif dengan pendekatan politik hukum, pendekatan peraturan 

perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.  Sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder dianalisis secara kualitatif dengan model penarikan kesimpulan secara 

deduktif, yakni dari konsep umum kewenangan yang ditarik kesimpulan khusus 

mengenai kewenangan KPPU di era ekonomi digital. Hasil penelitian tesis ini 

menemukan bahwa kompleksitas persaingan usaha di era ekonomi digital yang 

bersifat multi-sided markets dengan penggunaan teknologi seperti big data, 

algoritma, dan artificial intelligence yang bersifat otomatisasi dapat mengarah pada 

perilaku anti persaingan seperti praktik jual rugi, diskriminasi harga, dan kolusi 

terselubung. Kewenangan KPPU yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 mengalami keterbatasan yurisdiksi dalam menangani perkara 

persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital 

karena definisi pelaku usaha belum mengakomodasi prinsip ekstrateritorial. 

Konfigurasi politik hukum yang terbentuk dalam hukum persaingan usaha 

berlangsung secara demokratis dan menghasilkan produk hukum yang responsif. 

Rumusan ius constituendum terkait perubahan definisi pelaku usaha dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan menyangkut unsur subjek hukum, 

domisili hukum, dan perbuatan hukum, penerapan alat bukti tertulis yang lebih 

menguatkan kewenangan KPPU dibandingkan alat bukti surat/dokumen yang 

bersifat limitatif dalam menangani perkara persaingan usaha yang melibatkan 

pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital.  

 

Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pelaku Usaha, Ekonomi Digital, 

Politik Hukum Mahfud MD, Prinsip Ekstrateritorial. 
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ABSTRACT 

This thesis addresses the challenge posed by foreign business entities dominating 

the market in the digital economy era, juxtaposed against the conventional nature 

of Indonesian competition law that fails to extend its reach to foreign business 

entities. The primary objective of this research is to explore and scrutinize the 

jurisdictional authority vested in the KPPU when dealing with competition cases 

involving foreign businesses. This thesis seeks to formulate ius constituendum to 

enhance the KPPU's authority, aligning it with extraterritorial principles. 

Employing a normative juridical research method, the study incorporates a legal 

political approach, legislative analysis, and conceptual framework. Secondary 

data, comprised of primary legal sources and secondary legal materials, obtained 

through literature reviews, serve as the basis for qualitative analysis. Utilizing a 

deductive conclusion drawing model, specific conclusions regarding the KPPU's 

authority in the digital economy era are drawn from the general concept of 

authority. The findings reveal the intricate nature of business competition in the 

digital economy, characterized by multi-sided markets and the use of automated 

technologies like big data, algorithms, and artificial intelligence, which can lead to 

anti-competitive practices such as predatory pricing, price discrimination, and 

covert collusion. The KPPU's authority, as stipulated in Article 36 of Law Number 

5 of 1999, faces limitations in handling competition cases involving foreign 

business entities, primarily due to the absence of extraterritorial considerations in 

the definition of business entities. The democratic formation of legal-political 

configurations in competition law results in responsive legal frameworks. 

Formulating ius constituendum, particularly in amending the definition of business 

entities in Law Number 5 of 1999,, addressing elements of legal subjects, legal 

domicile, and legal acts.; emphasis on the application of written evidence 

strengthens the KPPU's authority, surpassing the limitations imposed by 

documentary evidence in handling competition cases involving foreign businesses 

in the digital economy era. 

Keywords: Business Competition Supervisory Commission, Business Actors, 

Digital Economy, Politics and Law Mahfud MD, Extraterritorial Principles. 

 

 


